WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasa. 70 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eveluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menergah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembargunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, periu
menetapkan Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang
Tahun 2021-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupater Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimeana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2200 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kuzai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Rept:blik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan LemD>aran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerak tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Caerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangu=an Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunaen Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA 2ONTANG TAHUN 2021-
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Waii Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemeriniahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakya: Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah  dokumen

perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Dazrah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode S (lima)

tahun.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RPJMD

Pasal 2
(1) RFJMD merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan pembangunan Daerah dalam jangka wak:-u
5 (lima) tahun.

(2) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Wali

Kota.

(3) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi:
a. Perangkat Daerah dalam menyusuri Renstra

Perangkat Daerah; dan

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I . Pendahuluan;

BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BABIII : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
BABV . Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;



BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan

Program Perangkat Daerah;

BAB VIII : Kinerja Penyelengga~aan PemerintahDaerzh;

dan
BABIX ‘ Penutup.

(2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 1V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat ‘1) huruf a dan huruf b
tidak dapat dilakukan apabila sise masa berlaku RPJMD
kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, mencakup terjadinya:

a. bencana alam,;



b. goncangan politik;

c. krisis ekonomi;

d. konflik sosial budaya;

e. gangguan keamanan;

f.  pemekaran Daerah; atau

g. perubahan kebijakan nasionzl.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5
(1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan, penelinan dan pengembangan
melakukan  pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJMD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai
untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang
Daerah.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat ‘1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah in- dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bontarg.

Ditetapkan ci Bontang
pada tangga: 25 Oktober 2021
WALI KOTA 3BONTANG,

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

—

AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMCR 3

NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/1/63/3/2021)



